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PUTUSAN
Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.Tmk

s e S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya,
17 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXXX, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA,
PROVINSI JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada XXXXXXXXXXXXXXXXX , Advokat berkantor di Perum
Griya Mangin Persada, Blok F-126, xxx xxx RW. 005, Kelurahan
Bungursari, Kecamatan Bungursari, = XXXX  XXXXXXXXXXX

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2023 yang

telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
1470/Reg.K/1564/2023/PA.Tmk tanggal 18 Oktober 2023;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX , tempat tanggal lahir Jakarta, 06 Oktober
1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX
XXXXxX, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XxXX XXXXXXXXxxx dengan
Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 18 Oktober 2023, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan
dan/atau dengan dihadiri dan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Kawalu, XXXX XXXXXXXXxXX, pada hari Minggu, 09
November 2014; demikian seperti terbukti dari Kutipan Akta Nikah
NOMOr : XXXXXXXXXXXXXXXXX , yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kawalu, XXxx XXXxXxXxxxxxx, tertanggal 10 Nopember 2014
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orangtua Tergugat, yang beralamat XXXXXXXXXXXXXXXXX , XXX XX
X, XXX XXX, XXX XXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXX
XXXXX, XXXXKXXK XXX XXXXKXX;
3. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat pernah mengalami
kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagimana layaknya suami-isteri,
serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang diberi nama :
XXXXXXXXXXXXXXXXX , Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 29
Januari 2015; demikian seperti terbukti dari Akta Kelahiran Nomor
3175-LT-05032018-0039, vyang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxx xxxxx, tanggal 05 Maret
2018;
4, Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun
2017 rumah tangga tersebut mulai goyah, antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang sulit
didamaikan, yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman
lain bernama Rohimah
5. Bahwa perselisihan dan/atau pertengkaran tersebut berpuncak
pada bulan Maret 2023, yang mengakibatkan Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat di rumah orangtua Tergugat, kemudian pada
bulan April 2023 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang
beralamat di Indihiang Xxxxx xxxxxxxxxxx, dan sejak saat itu antara
Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan
sebagaimana layaknya suami-isteri;
6. Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga tersebut
telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil, sehingga kehidupan rumah
tangga tersebut tidak lagi merefleksikan nilai-nilai luhur dari suatu
pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana

dikehendaki Syariat Islam;
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7. Bahwa atas kejadian tersebut, penggugat sudah tidak sanggup
lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan tergugat dan
apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat
dari pada maslahatnya;
8. Bahwa untuk menjamin masa depan, pendidikan dan karier anak
(XXXXKXKAKXAKXXAKXXXXX ), maka perlu ditetapkan hak untuk mengasuh
dan memelihara (hadhanah) atas anak tersebut;
9. Bahwa oleh karena anak yang diberi nama
19.9.9.0.9.0.9.9.9.9.9.9.0.9.9.9.4 tersebut belum mumayyiz dan sangat
memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya,
maka telah seharusnya menurut hukum jika Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hak hadhanah atas
anak tersebut kepada Penggugat (ibu kandungnya);
10. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan
anak yang diberi nama XXXXXXXXXXXXXXXXX , maka Tergugat sebagai
ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak
tersebut sampai dewasa yang memerlukan biaya sekurang-kurangnya
sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dan
diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama XxxX XXXXXXXxxxx cg. Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT), atau putus karena perceraian;

3. Menetapkan hak untuk mengasuh dan memelihara atas anak
yang diberi nama XXXXXXXXXXXXXXXXX , berada pada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sampai anak

tersebut dewasa sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta
rupiah) untuk setiap bulannya dan diserahkan kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
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atau apabila Ketua Pengadilan Agama XxxX XXXXXXXXXXX berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa
khusus kepada XXXXXXXXXXXxxXxXxxx , Advokat yang berkantor di Perum Griya
Mangin Persada, Blok F-126, xxx xxx RW. 005, Kelurahan Bungursari,
Kecamatan Bungursari, XXxXx XXXXXXxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 15 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Xxxx xxxxxxxxxxx dengan Nomor 1470/Reg.K/1564/2023/PA.Tmk
tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita
Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 8 November 2023 dan
16 November 2023 serta 23 November 2023 yang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak datangnya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan secara lisan pencabutan Petitum
angka 4 dalam gugatannya mengenai nafkah anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Desi Nurmalasari
Nomor 125/Kel/2023 Ttnggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh

Kantor Pemerintah xxxx XXXXXXXxXxX, bukti surat tersebut telah diberi
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meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XxxXXXXXXXXXXxxxxx tanggal
10 November 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kawalu XXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-05032018-0039
tanggal 5 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxx
XXxxX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:
1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan
tetapi kurang lebih sejak November 2017 sudah tidak rukun lagi
sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung
sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman

lain bernama Rohimabh;
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- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah sejak Maret 2023 sampai dengan sekarang dan
sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit
dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga
lebih baik bercerai;
- Bahwa setelah Penggugat dn Tergugat berpisah, anak
Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah membantu
mengurus keperluan anak;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sabh;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama
XXXXXXXKXXKKXXXXX ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak November 2017 yang mengakibatkan antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2023
sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat
dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak
3 (tiga) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat
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menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain bernama
Rohimah;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

- Bahwa setelah Penggugat dn Tergugat berpisah, anak Penggugat
dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah membantu
mengurus keperluan anak;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan
yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang
mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 15 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama XXXX XXXXXXXXXXX dengan Nomor
1470/Reg.K/1564/2023/PA.Tmk tanggal 18 Oktober 2023, ternyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa
Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal
Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan
Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat
adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi

izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo;
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Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
tidak datang menghadap di muka sidang dan bahwa tidak datangnya itu bukan
disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.
Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Hadist yang diriwayatkan
oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah,
2001), jilid Il halaman 456 nomor Hadis 4412 yang dijadikan pertimbangan
Majelis Hakim, menyatakan:

5 b 58 o 8 bl 6 0 ol I 85 e

Artinya:  Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan
muslimin, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang
yang zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadist tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin
Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath Al-Mu‘in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004)
halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

e (Qj,;ij\g\j?&o_mo;j\‘wﬁé;;o\fg)gjcu\o;) S e sladlly

B am aa I g ‘Jﬁ;ﬁJmH)K;L;&QuKu‘ (s 4l 2520 1 e 3)
b 3 54 o

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di
tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu
bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila

Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat tidak menyatakan
kehadirannya dan membuktikan keberadaaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo tidak dilakukan mediasi.
Namun, sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.

Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,
Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal
mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Pencabutan Sebagian Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut petitum nomor
angka 4 dalam gugatannya, dan atas pencabutan tersebut Tergugat tidak dapat
didegar jawabannya, maka Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan
atas petitum angka 4 oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271
dan 272 Rv oleh karenanya patut dikabulkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan
membaca surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat menyatakan
bahwa pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat
dan Tergugat pisah rumah dari Maret 2023 sebagaimana dalam posita gugatan;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam persidangan verstek
dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun Majelis
Hakim tetap memerintahkan Penggugat untuk membuktikan gugatannya di
persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR Jucto Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti
surat-surat serta dua orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk
menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan
adalah P.1, P.2, dan P.3. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Penggugat
adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2;
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Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan
Penggugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai
dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan
akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek dan termasuk bukti
tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan
pembuktian sempurna (volledig bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat
merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu,
Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk
mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Agama XXXX XXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, Penggugat dan Tergugat
merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum yang memiliki
seorang anak yang bernama XxxxXXXxXXXXXXXxxxX yang lahir tanggal 29 Januari
2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi Penggugat yang
dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang
dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan
demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat
formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Maret 2023 dan saksi kedua
telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Maret
2023 di mana sejak saat itu tidak ada lagi hubungan atau komunikasi antara
Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi juga menjelaskan jika sudah ada upaya
mediasi keluarga dan saksi-saksi juga telah menasihati tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi
tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang
dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan
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yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan
demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan
Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan
dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih
lanjut;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas
terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:
1. Bahwa sejak November 2017 antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain bernama Rohimabh;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2023 hingga
sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan
tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat
dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat
dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2023 berturut-berturut tanpa
komunikasi dan itikad untuk rukun. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa
fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai
yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana
Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal
lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam
persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (mitsagon gholizhon) yang
merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya
tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang mengatur tentang
perkawinan sulit terwujud, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum
ayat 21;

Menimbang, bahwa mempertahankan hubungan antara Penggugat dan
Tergugat justru akan menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
semakin mengarah pada keburukan dan menimbulkan mafsadat yang lebih
besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul figh yang dijadikan pertimbangan
Majelis:

Alal Cs e d5aslal 53
Artinya: menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Figh Sunah Juz 1l halaman 290 yang

selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ane llais ¥ )] L 7o) ) oo) ol 18] ) o2 e s 50
Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia
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mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari
suaminya  sehingga  hal  tersebut  dapat  menghalangi
keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam, suatu perceraian yang diajukan ke pengadilan harus beralasan dan
dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi syarat
terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa gugatan
perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan
alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang
mengatur “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara
suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalii Penggugat sebagaimana dalam
posita gugatan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan

Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
dan perkara ini diperiksa secara verstek, maka Majelis Hakim berpendapat
gugatan Penggugat a quo dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada
angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari
Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim
berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka
3 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, maka Putusan yang dijatuhkan
adalah talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di selama persidangan terbukti
bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat dan ibu kandung anak yang
bernama XxXXXXXXXXXXXxXXxxX , maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT yang
memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus
dilindungi, diayomi dan dijaga dengan sebaik-baiknya sebagai generasi
penerus bangsa yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib
dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak tersebut dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi baik secara fisik maupun secara mental, hal mana tertuang
dan tercantum pada Pasal 1 ayat (2 dan 12) Jis. Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal
11, Pasal 13 dan Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya telah
memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang
anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak berada dan hak yang
bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas
kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih berada, pelayanan untuk
berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan
atau setelah dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang
menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa hak hadhanah (pemeliharaan) anak semata-mata
diberikan dan dilakukan demi memperhatikan kebaikan dan kepentingan terbaik
bagi anak (The best interest of the child), bukan untuk kepentingan orang tua
selaku pemegang hadhanah atau keluarga yang lain, maka berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang
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hadhanah (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas agar
ditetapkan kepada Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang
belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak
hadhanah anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan
berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk
mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai
kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ibu kandungnya
mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya
kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak
itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan
terhadap Tergugat sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu,
berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap
mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara
Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat
dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha
mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana
yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar
Agama angka 4 yang menyatakan, “Dalam amar penetapan hadhanah atas
anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi
akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu
dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan
bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak
hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak
hadhanah”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap
pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat
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suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal
tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan

pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4, Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX , lahir di

Tasikmalaya tanggal 29 Januari 2015 berada dibawah pengasuhan
(Hadhanah) Penggugat;

dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk
bertemu anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp845.000,00,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Fachruddin
Zakarya, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.l. dan
Muhammad ‘Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
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hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
yang sama dan dibantu oleh Tyas Santika Ningrum, S.H., M.Kn sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

Fachruddin Zakarya, S.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. Muhammad 'lbadurrohman Al

Hasyimi, S.H.
Panitera Pengganti

Tyas Santika Ningrum, S.H., M.Kn
Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp700.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah Rp845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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